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A. PENDAHULUAN 

Pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara sangat diperlukan 

dalam organisasi dalam instansi. Dalam pengembangan kompetensi pegawai Aparatur 

Sipil Negara (ASN) pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara 

kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga 

dapat menunjang profesionalisme dan berkontribusi optimal bagi organisasi. Undang-

undang nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memandatkan ASN untuk 

terus belajar dan melakukan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan dalam 

rangka meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, 

membantu orang lain belajar, dan membantu melaksanakan tugas dengan kualitas 

terbaik.. Transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan 

kapasitas ASN berbasis kompetensi dilaksanakan salah satunya melalui pemberian 

tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan 

transparan. Pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan bertujuan untuk 

mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, 

keterampikan, sikap dan kepribadian professional ASN sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dalam pengembangan karir. 

Ditambahkan, pengembangan kompetensi ASN melalui tugas belajar menjadi 

sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang lebih efektif 

dan efisien. Dengan menghadirkan pembelajaran yang relevan dan terkini, ASN dapat 

meningkatkan kualitas layanan publik, memahami isu-isu terkini, dan meningkatkan 

kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang terus berkembang 

 

B. URAIAN POSISI KASUS 

Pada linimasa tahun 2019 hingga 2024, Biro OSDM dan Pusdiklat Kemensos 

mencatat sebanyak 40 (empat puluh) orang ASN tengah dan selesai pendidikan jenjang 

Sarjana (S-1 dan D-IV), 100 (seratus) ASN tengah dan selesai Pendidikan jenjang 

Magister (S-2), dan 10 (sepuluh) yang tengah dan selesai pendidikan jenjang Doktor 



(S-3) dengan format Tugas Belajar dengan pembiayaan dari Kemensos dan sejumlah 

lembaga pemberi beasiswa lain. Sedangkan dalam konteks tugas belajar mandiri, pada 

linimasa yang sama, tercatat 274 (dua ratus tujuh puluh empat) orang melanjutkan 

pendidikan formal pada berbagai jenjang baik yang bersifat akademis, vokasional, dan 

profesi. 

Mempertimbangkan hal dimaksud, terdapat kebutuhan untuk merumuskan 

sebuah regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk menjadi landasan kebijakan 

administrasi terkait tugas belajar di lingkungan Kemensos sehingga dapat menguatkan 

akuntabilitas sekaligus mendukung peningkatan kapasitas ASN sebagai kunci sentral 

dalam pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Kemensos 

sudah tidak relevan dengan kondisi-kondisi terkait pengaturan tugas belajar. Beberapa 

komponen terkait aktivitas tugas belajar seperti prosedur perpanjangan masa tugas 

belajar, prosedur dan linimasa penerbitan SK, dan re-entry paska tugas belajar juga 

belum terdapat pengaturan yang tegas. 

Selanjutnya, munculnya ketentuan baru seperti Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 

tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur 

Pendidikan juga harus diakomodasi dalam pelaksanaan aktivitas tugas belajar. Surat 

Edaran tersebut memuat ketentuan terkait tugas belajar dan ketentuan lainnya terkait 

pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Menindaklanjuti Surat Edaran 

tersebut, maka diperlukan penyesuaian pengaturan pelaksanaan pemberian tugas 

belajar dan tugas belajar mandiri di lingkungan Kementerian Sosial. 

Tujuan Perumusan Peraturan Menteri Sosial: 

1. Mengakomodasi ketentuan-ketentuan hukum terbaru terkait peningkatan 

kompetensi ASN melalui jalur pendidikan. 

2.  Menyiapkan pedoman bagi penyediaan sumber daya berkualitas dan peningkatan 

kompetensi bagi ASN sehingga dapat menghadapi tantangan dan tuntutan tugas 

pelaksanaan program pemerintah, pengelolaan layanan publik, dan 

penyelenggaraan fungsi-fungsi negara lainnya dibidang kesejahteraan sosial. 



3. Meningkatkan kualitas supervisi, pengawasan pengadministrasian, dan penguatan 

evaluasi serta proses pembinaan bagi pelaksanaan tugas belajar di lingkungan 

Kementerian Sosial. 

4. Merumuskan pengaturan tentang komponen pelaksanaan aktivitas tugas belajar 

yang belum diatur pada ketentuan hukum sebelumnya. 

5. Mendorong kecukupan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung 

terlaksananya pengembangan karir profesional dan jejaring kerja bagi Pegawai 

Negeri Sipil Kementerian Sosia 

C. DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010 – 2025; 

6. Peraturan Presiden nomor 162 tahun 2024 tentang Kementerian Sosial; 

7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang 

Pengembangan Kompetensi PNS; 

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

nomor 28 tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri 

Sipil melalui Jalur Pendidikan; 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial 

 

D. ANALISIS HUKUM 

Hal yang mendorong perlunya revisi adalah sebagai berikut: 

1. Landasan Filosofis 

Perubahan kedua Undang-undang Dasar 1954 pasal 28C menyebutkan 2 (dua) 

mandat filosofis, yaitu: 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 



(2)  Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 

 

Kedua filosofi ini menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan nasional terutama dalam konteks transformasi sumber daya manusia 

yang bekerja untuk birokrasi pemerintah. Pemerintahan yang efektif membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Aparatur Sipil Negara 

(ASN) memiliki peran yang strategis dalam menjalankan tugas pemerintahan dan 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan 

amanah Reformasi Birokrasi Indonesia yaitu Aparatur Sipil Negara yang memiliki 

core values Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, 

Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), maka PNS sebagai unsur utama sumber 

daya manusia aparatur negara dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan 

kompetensinya, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Disaat 

yang sama, organisasi harus dapat mendorong peningkatan kinerja pegawai untuk 

mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 

2. Landasan Sosiologis 

Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan izin Belajar 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial RI yang menjadi 

landasan hukum bagi pengaturan pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Kemensos 

saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Beberapa perkembangan yang 

menjadi rasional perumusan regulasi baru adalah sebagai berikut: 

a) Relevansi penggunaan terminologi Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk 

membedakan format pelaksanaan dan asal pembiayaan pada pengembangan 

kompetensi PNS melalui pendidikan; 

b) Adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kemensos 

melalui Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2021 tentang Kemensos yang 

kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden nomor 162 tahun 2024. Pengaturan 

lebih spesifik terkait keorganisasian dan fungsi Kemensos dilakukan melalui 

Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial; 

c) Adanya pengaturan tentang Aparatur Sipil Negara yang didalamnya terdapat 

pengaturan terkait pengawasan sistem merit dan kbutuhan ASN melalui UU 



nomor 20 tahun 2023 yang mencabut UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

d) Beberapa komponen pelaksanaan aktivitas tugas belajar seperti re-entry 

program, dan mekanisme evaluasi belum diatur secara spesifik dalam Permensos 

nomor 1 tahun 2021; 

e) Kebutuhan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang Pengembangan 

Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan. 

Peningkatan kompetensi dan kinerja PNS melalui program tugas belajar diharapkan 

dapat memberi dampak pada pelayanan publik, diharapkan menghasilkan pelayanan 

yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Pengalaman baru yang didapat dan 

pengetahuan yang lebih luas, menjadikan ASN dapat berperan sebagai agen 

perubahan yang efektif dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan dan 

memberikan dampak positif bagi institusinya serta bagi masyarakat secara 

keseluruhan. Program tugas belajar adalah salah satu Upaya efektif untuk 

meningkatkan profesionalisme dan kualitas ASN. Melalui tugas belajar, para ASN 

diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, pelatihan teknis, dan 

program pengembangan lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Namun, untuk 

mengoptimalkan manfaat dari program tugas belajar bagi ASN dan negara secara 

keseluruhan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang 

yang dihadapi. Baik sebelum tugas belajar, saat proses tugas belajar maupun setelah 

tugas belajar. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, penting untuk merumuskan 

sebuah regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk menjadi landasan 

kebijakan administrasi terkait tugas belajar di lingkungan Kemensos sehingga dapat 

menguatkan akuntabilitas sekaligus mendukung peningkatan kapasitas ASN sebagai 

kunci sentral dalam pelayanan publik. 

3. Status, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup 

Sehubungan dengan kebutuhan pengaturan kembali terkait dengan pelaksanaan 

penyelenggaraan Tugas Belajar di lingkungan Kementerian Sosial yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin 

Belajar serta meriviu kembali pengaturan tugas belajar sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar, 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 



Sipil, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai 

Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan. Adapun materi baru yang diatur dalam 

Rancangan Peraturan Menteri ini sebagai berikut: 

a) Perubahan nomenklatur  

Pada prinsipnya yang dikenal dalam ketentuan pengembangan kompetensi 

melalui pendidikan adalah nomenklatur “tugas belajar” yang membedakan 

hanya dari aspek pembiayaan, Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini 

mengubah nomenklatur “izin belajar” menjadi “tugas belajar mandiri”. 

b) Materi pengaturan  

Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur mengenai perencanaan kebutuhan, 

tugas belajar, tugas belajar mandiri, perjanjian tugas belajar, pembatalan dan 

penghentian pemberian tugas belajar, wewenang, pengaktifan kembali, 

pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, serta sanksi. 

c) Kewenangan  

Kewenangan tugas dan fungsi dari tugas belajar secara umum dilaksanakan oleh 

Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi bersama dengan Biro 

Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta pelibatan Inspektorat Jenderal dan 

Biro Perencanaan. 

d) Proses bisnis  

Adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Sosial melalui 

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dan 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial menghilangkan 2 (dua) eselon I 

di antaranya Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial sehingga tugas 

dan fungsi tugas belajar belum dapat dilaksanakan secara optimal dan perlu 

penyesuaian dengan kondisi sistem kerja yang baru. Proses bisnis seleksi tugas 

belajar dalam Rancangan ini menambahkan dan memperjelas pengaturan 

prosedur perpanjangan masa tugas belajar, prosedur dan penetapan keputusan 

tugas belajar, sistem informasi, perjanjian tugas belajar, pembatalan dan 

penghentian pemberian tugas belajar, wewenang, pengaktifan kembali, 

pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. 

e) Talent Pool  



Pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan bertujuan untuk 

mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi tertentu dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, keterampikan, sikap dan kepribadian profesional 

ASN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir. Maka 

dalam proses seleksi memperhatikan kinerja pegawai yang dapat dilihat dalam 

talent pool. 

f) Usia  

Perubahan mengenai batas usia paling tinggi yang sebelumnya diatur dengan 

ketentuan:  

1) 30 (tiga puluh) tahun untuk program diploma IV (D-IV) dan sarjana (S-1);  

2) 40 (empat puluh) tahun untuk program strata II (S-2) atau spesialis satu (Sp-

1); dan  

3) 45 (empat puluh lima) tahun untuk program strata III (S-3) diubah 

berdasarkan pendekatan usia pensiun dan jabatan.  

Di mana pada saat akan mengikuti tugas belajar, PNS masih memiliki sisa masa 

kerja sampai dengan batas usia pension pada jabatan minimal 3 (tiga) kali masa 

pendidikan normatif program stu 

 

 

E. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian hukum terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial 

tentang Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri, dapat disimpulkan bahwa penyusunan 

regulasi ini merupakan kebutuhan strategis dan mendesak dalam rangka menyesuaikan 

pengaturan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 

Kementerian Sosial dengan dinamika regulasi, kebijakan nasional, serta kebutuhan 

organisasi yang terus berkembang. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 dinilai 

sudah tidak sepenuhnya relevan karena belum mengakomodasi perubahan kebijakan ASN, 

perkembangan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, serta ketentuan terbaru terkait 

pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pendidikan. 

Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini disusun dengan landasan filosofis, 

sosiologis, dan yuridis yang kuat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 



Sipil Negara, serta kebijakan reformasi birokrasi yang menempatkan penguatan kualitas 

sumber daya manusia aparatur sebagai faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik. Pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tugas 

belajar dan tugas belajar mandiri diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, 

kompetensi, dan kinerja ASN secara berkelanjutan. 

Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Sosial ini memberikan kejelasan dan 

kepastian hukum terkait perencanaan kebutuhan, mekanisme seleksi, pelaksanaan, 

pembinaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengaktifan kembali ASN pasca tugas belajar. 

Pengaturan baru seperti perubahan nomenklatur, penyesuaian kewenangan, penguatan 

proses bisnis, pemanfaatan talent pool, serta penyesuaian batas usia berdasarkan sisa masa 

kerja dan jabatan, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas, 

efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan tugas belajar. 

Dengan demikian, keberadaan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Tugas 

Belajar dan Tugas Belajar Mandiri diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif 

dan terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN Kementerian Sosial, sekaligus 

mendukung terwujudnya aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada 

peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial. 


